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A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya didapatkan data bahwa

1. Penegakan hukum pelanggaran disiplin ketidak hadiran tanpa ijin atau
THTI mengacu pada Undang-Undang yang berlaku yakni KUHPM,
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer. THTI
merupakan jenis kejahatan yang sedemikian ringan sifatnya bagi anggota
TNI yang melanggar sehingga penegakannya dilimpahkan kepada Ankum.
THTI hampir sama dengan desersi, yang membedakan antara ketidak
hadiran tanpa izin dengan desersi adalah dari niat pelaku dan waktu ketidak
hadiran. Secara umum, penegakan hukum THTI dengan tindak pidana
Desersi itu sama proses penegakannya, hanya saja apabila ada seorang
anggota TNI yang melakukan pelanggaran keduanya dalam satu waktu
maka yang penjatuhan hukumannya adalah yang terberat dari kedua pasal
tersebut yaitu pasal Ketidakhadiran Tanpa izin ( THTI ) atau pasal tindak
pidana Desersi. Perumusan kedua pasal tersebut ada dalam KUHPM pasal
85, 86 dan 87. Dalam hal ini pasal yang terberat adalah pasal tindak pidana
Desersi. Perbedaan mendasar antara THTI dan Desersi adalah dari segi
waktunya. THTI adalah perbuatan mangkir dari tugasnya selama lebih dari

3 hari dan kurang dari 29 hari, sedangkan Desersi adalah meninggalkan
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tugas dinasnya lebih dari 30 hari. Selain itu perbedaannya adalah niat
pelaku untuk meninggalkan kewajiban dinasnya.

2. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran disiplin terutama THTI yaitu
faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yang mempengaruhi
diantaranya Faktor internal yaitu faktor dari dalam individu prajurit
meliputi kondisi fisik dan psikologis, sedangkan faktor eksternal
merupakan faktor lingkungan diluar individu prajurit. Adapun upaya yang
dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran disiplin khususnya THTI
diantaranya menciptakan iklim yang menunjang unsur kejiwaan yang
meliputi moril, disiplin, kepemimpinan, jiwa korsa dan motivasi
mempunyai pengaruh timbal balik dalam mewujudkan iklim yang

menguntungkan untuk meningkatkan disiplin prajurit.

B. Saran
1. Perlu diadakan pembinaan terpadu yang lebih komprehensif guna
mengatasi pelanggaran disiplin oleh jajaran Korem 072/Pamungkas agar
dapat meminimalir pelanggaran disiplin oleh Prajurit TNI.
2. Hendaknya prajurit TNI benar-benar menghayati peran dan tugasnya
sebagai prajurit yang mengutamakan disiplin dalam setiap aspek hidupnya

sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan.
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